RABU KLIWON, 4 DESEMBER 2024 (2 JUMADILAKIR 1958)

Yedaulaton Rakyat

"KEDAULATAN RAKYAT” HALAMAN 8

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

Memmheng
bahwa penduduk lanjut usia yang merupakan bagian dan warga Negara Kesatuan
Republik Indonesia memiliki kedudukan setara dalam hal hak dan kewajiban di seluruh
bidang kehidupan. Mereka juga memiliki kapasitas dan kemampuan yang bisa terus
dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup, lidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga

b. bahwa peningkatan jumlah penduduk lanjul usia di wilayah Kabupaten Sleman
menunjukkan angka yang cukup unggn sehmgga dibutuhkan berbagai langkah dan

bijakan untuk para lanjut usia tersebut,

c. bahwa untuk menyediakan panduan dan arahan yang }elas kepada seluruh pemangku
kepentingan di wilayah Kabupaten Sleman dalam upaya menjalankan program
kesejahteraan bagi warga lanjut usia, diperukan pembentukan regulasi dalam bentuk
peraturandaerah.;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ perlu menatapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Lanjut Usia;

Menglngal
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

bupaten dalam Lingk Daerah [sti Yogyakarta (Berita Negara Republik
tndonesra Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Momor 11 Tahun 2009 tentang Kesejah 1 Sosial (Lemb
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang P Daerah (Lemb Ne-
gara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraluran
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambah Negara Republik ind Nomor 6856);

T Undang-Untiaﬂg Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia No-
mor 688T);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomar
59);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang P Upaya Pening
Kesejahteraan Sosial Lan;m Usia tl_embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 144, Tambahan L ia Ni 4451)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTE-
RAAN LANJUT USIA.

BAB|
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material
maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman
lahir batin yang memungkinkan bagi seiap warga Negara unluk mengadakan pe-
menuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, Keluarga

yarakal, dunia usaha, serta keluarga.

(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan
kat Daerah yang membidangi urusan kesej
(3) 2" gkat Dagrah fimaksud pada ayat (2) membenkan bimbingan dan/

atau arahan kepada Pemeriniah Kalurahan dalam pelibatan Penyelenggaraan Kesejah-
teraan LanjutUsia.

(3) B hukum sebagai dimaksud pada ayat (1) dilak kan dalam bentuk:
a. penyuluhan dan kensultasi hukum; dan Pasal 40
b. bantuan hukum. (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan Kesejahteraan Lanjul Usia di luar panti,
4) B hukum sebagai jimaksud pada ayat (3) dilak kan sesuai k (2} Pelay Lanjut Usia di luar panti sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. oleh:
a LKS;

(4) Selain melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Py i K ahag
dimaksud pada ayal (3), Penyelenggaraan Kesejah Lanjut Usia dapat Pasal 22
melibatkan: Peran sera Masyarakat dan Keluarga dalam pemberian kemudahan pelayanan dan
a. Masyarakat; bantuan hukum dengan membantu Lanjut Usia untuk dapat mengakses pelayanan dan
b, Keluarga; bantuan hukum.
¢. duniausaha; dan/atau
d. Perguruan Tinggl. Bagian Kedelapan
Bantuan Sosial
Pasal 8 Pasal 23
Penyelenggaraan Kesejah Lanjutlm.a" kukan melalui: (1) P h Daerah fasilitasi penyelenggaraan B Sosial kepada Lanjut Usia
a. upayapening pelay. i Lanjut Usia Potensial; dan Udakmampuunlukmenlngkaﬂ(anlarafkeselahleraannya
b. upayapeningkatan pelay Kesejahty 'anmlUsdeakPutenSIai rakyat. (2) Pemerintah Daerah mendorong Py han untuk menyelenggarakan Ban-
tuan Sosmlsebagalmana dimaksud padaayat(1).
Pasal 9 (3) Bantuan Sosial dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk ma-
(1) Upaya peningkatan Kesejah osial bagi Lanjut Usia Pe | mel terial, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya keman-
a. pelaya d: tal spiritual; dirian.
b. pelayanan kesehatan; (4) Penyelenggaraan- Sosial sebagai dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh
¢. pelayanan kesempatan kerja; Daerah yang menyelenggarak p intahan di bidang sosial
d. pelay pendidikan dan pel 3
e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana. Pasal 24
dan prasarana umum; (1) Pembenan Baniuan Scmal sebegmmana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan
f. kemudahan dalam lay dan bantuan hukum; dan I h Lan1u1U5|a
9. Bantuan Sosial. (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagai ksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
(2) Upaya ingk Kessj osial bagi Lanjut Usia Tidak Polensial meliputi: dengan ketentuan Py P g-undangan.
pelayanan keagamaan danmental spmlual
b. pelayanan kesehatan; Pasal 25
c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana (1) Masyarakat dapat b dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial bagi Lanjul Usia
dan prasarana umum; tidak mampu.
:I. dalam layanan dan bantuan hukum; dan Bantuan Sosial dimaksud ayat (1) berupa:
perllndungansosml a. materiial; dan
(3) Selam pelayanan Kese;ahleraan L,an|u1 U5|a Potensial sebagaimana dimaksud pada b. monmateril.
ayat(1), dapatdiberi 1 Lanjut Usia P i P
a Felayanan Budaya; dan Bagian Kesembilan Perlindungan Sosial
b. Pelayanan Pengembangan Usaha. Pasal 26
(1) P intah Daerah yelenggarakan p sosial kepada Lanjut Usia untuk
Bagian Kedua mewmudkan lalafhldup yang wa]arsesualdengan kemampuan keuiangan Daerah.
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual (2) Pert | paﬁa ayalt‘l“‘ ksanakan dalam bentuk:
Pasal 1 a. fasilitasip i ial
(1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mening- b. penyeﬂ aan pusal konsultasi Kesejahteraan bagl!_anjul Usia;
katkan keimanan dan ketag terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C sosial; dan/;
(2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di- d bantuan pemakamanlerhadap Lan]utUmaTerlaniaryang meninggal
selenggarakan melalul bimbingan keagamaan dan mental spiritual sesuai dengan 8. gan a keper y
agamadan kepercayaan masing-mas[ng. (3) Pendampingan sosial berbasis Masy kat sebagai fimaksud pada ayat (2) huruf
(3) Pel pada ayat (1) dan ayat (2) dikoor- aberupa:
dmwkanclenPerangkaiDaerahyangmempunyanugasdanfungm dalam pelay a. pel harian Lanjutusia;b. pek mefalui Kel
keagamaan dan mental spiritual. b. pelayananmalatheluargaPengganh dam'atau
C. pelay LKSd
Pasal 11 {4) Perlindungan sosial sebagai dimaksud pada ayal (1) dilakasanakan oleh
(1) Keluarga bertanggung jawab mel kegi keag dan mental spiritual Perangkat Daerah yang melak k f tahan di bidang sosial.
terhadap Lanjut Usia di Iln:gkungan Ke1uarga
(2) Pela ksud pada ayat (1) berupa memberkan hazala]

kesempatan dan/atau membantu kspada Lanjut Usia
a. untukmelaksanakan ibadah;

b. ikan mativasi Isp fa Lanjut Usia; dan
C. p ilai penghargaan/penghommatan kepada Lanjut Usia.
Pasal 12
(1) Masyarakat berperan serta melak kan [ I 1 dan spiritual kepada
Lanjut Usia melalui kegi danspiritual idengan kearifan lokal.
(2) Kegiatan dan spiritual sebagai imaksud pada ayat (1) berupa:

a. melaksanakan bimbingan kerohanian;

: pok keg 9 dan
¢, menanamkan nilai penghormatan kepada Lanjut Usia.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan
Pasal 13

serta Masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai
dengan Pancasila.

Lanjut Usia adalah g yang telah pai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas,
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah upaya yang dilaksanakan secara
bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi Kesejahteraan Lanjut Usia di
Daerah.

4, Lanjut Usia Folensial adalah Lanjul Usa'a yang masih mampu melakukan pekerjaan

@

5. Lanjut Usia Tsdak Polensm[ adalah Lan||.rt Usia yang tidak berdaya mencari nafkah

sehingga hid g padab g lain.
6. Lanjut Usia Terlantar adat-ah Lanjut Usia yang karena faktor tertentu tidak dapat
memenuhi kebutuhan dasamya.

7. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut
Usia Potensial dapat meningkatkan taraf Kesejahteraan sosialnya

B. Aksesibilitas adalah dahan untuk h dan menggunakan sarana,
prasarana dan fasifitas bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.

9. Pelayanan Soslal Lanjul \Usia adalah upaya yang ditujukan untuk L Lanjut Usia
dalam bangkan fungsi sosialnya.

10. Pelayanan Psikologi Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut
Usia dalam penguatan memulinkan, mengembangkan dan peningkatan Kesejahteraan
psikologis.

11. Pelayanan Budaya Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut
Usia dalam penguatan melestarikan, mengembangkan dan peningkatan Kesejahteraan
budaya.

12. Pelayanan Pengembangan Usaha adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut
Usia meningkatkan kegiatan usaha.

13. Masyarakat adalah p
organisasi kemasyarakatan,

14. Keluarga adalah unit lerkecil dalam Masyarakal yang terdiri dari suami-istri, suami istri

Keluarga, kel

i social dan/ atau

pok dan

dan anaknya, ayah d knya, ibudan beserta kakek d nenek.
15. Keluarga Pengganh adalah unit teﬂcecﬂ dalarn Masyarakat yang menggantikan tang-
gung jawab dari k ga untuk | 1 kepada Lanjut Usia.

16. Lembaga Kese;ahteraan Sosialyang selamumya disingkat LKS adalah organisasi sosial

alau perkumpulan sosial yang penyelenggaraan Kesejahteraan sosial
yang dibentuk oleh Masy yang t fan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

17. Bina Keluarga Lanjut Usia adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan berupa pem-
binaan untuk Lanjut Usia dan Keluarga yang memiliki Lanjut Usia.

18. Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai fugas menyelenggarakan
pendud:kan dan pengajaran diatas perguruan unggl manengah den yang membaﬂkan

19. Forum Koom:nasu Kase;ahleraan Lanjut Usia selanjutnya dﬂlsln@cat FK- KLU adalah fo-

(1) Pel keseh bagal dimaksud dalam Pasal @ ayat (1) huruf b dimak-

sudkan untuk memelinara dan meningkatkan derajat kesehatan seria ksmampuan

lanjutusia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat | secara

Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada aysl{i}dllaksans-

kanmelalui:

a. upaya promolif, preventif, kuralif dan pemulihan secara terpadu dan menyeluruh
baik oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha;

b. pelayanan promosi dan preventif dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi
dan edukasi (KIE) baik secaralangsung maupun melalui media;

c. pelayanan kuralif dan rehabilitatif dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan

(2

(1) Dalam menyelenggarakan perlindungan sosial Lanjut Usia, Pemerintah Daerah melak-
sanakan Pelayanan Sosial kedaruratan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
{2) Pelayanan kedaruralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukanpada Lanjut
Usia yang mengalami:
a. situasibencana alam danfatau bencana sosial, dan
salah

b. 4
(3) Pelayanan kedaruratan bagiLanjut Usia dilakukan dalam bentuk:
a. Layananpengaduan;
b, Eao e
c. pendamplngan dan
d p tan dilempat pen Lanjut Usia,
(4) P h Daerah melaksanat ialisasi kepada Masyarakat dan Keluarga untuk
memberikan perlindungan sosial Lanjut Usia.
(5) Penyelenggaraan pemndungan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud ayat (1) di-
rah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi-
dang sosial.
Paaal 28
Masyarakat berp sera i julian datam perlindungan sosial bagi Lanjut
usia.
Pasal 29
Keluarga bertanggung jawab untuk melakukan p tan dan pengasuhan kepada Lanjut
usla.

Bagian Kesepuluh Pelayanan Psikologi
Pasal 30

p gan dan kelompok di fasilitas pelay | primer, sekunder, dan
tersier, (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di
d. penyedi d khusust jutusia di fasilitas ! b|dar|g sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang
e. pemberian Jaminan Kesehatan; dan fasilitasi panyel ggaraan- y Pslno!ogl LanjutUsia.
f.  pengembangan Pelayanan Kesehatan Terpadu Lanjut Usia, (2) Pemerintah Daerah mendorong P h K untuk 1 Pe-
(3) Unluk mendnpaman pelayman kesehatan bagi lanjut usia yang t|dak marrpu d!:eﬁkﬂn layanan Psikologi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayal{i}
i dengan k (3) Pelayanan Psikologi Lanjul Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak
(4) Semc.ﬁ tempat peimnan kesehatan wajib melaksanakan pelayanan garlahik dan tetap, berbentuk material, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuh-
i 0 puan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki. nyakemandidian merawatgangguan amoslonaﬂdan mental Lanjul Usia.
(5) Pelak pelay kesehatan sebagaimana dima padaa‘falli) ayet(Z} ayal  (4) .T' lay Psikologi Lanjut Usia sebag i pada ayal (1) berupa bantuan:
(3),dan ayat (4) dikoordinasikan oleh P Daerahyang : ipsi TR Rl
h, intervensi psilmmpudanhehavioral:
Pasal 14 . dukungan psikososial berbasis komunitas; dan

(1) Keluarga berfanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada Lanjut Usia di
Iingkunganl(ek.iarga

12) Pel agai b yat (1) berupa:
a. i hatan d ’ L m.n md.mgkan(eluarga dan
b. memberkan perawatan jangka panjang Lanjul Usia.

Pasal 15
berperan serta untuk mer ya peigy
ria Masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:

B2
o

meningka
merqagahaaalmanlmgkungaﬂ.
pedull hatan Lanjut Usia dilingkung
membedkan duln.mgan kspada Keluarga Lanjut Usia;
hatan Lanjut Usia berbasis Masyarakat;
dan/ ataumemberikan perawatan kesehatan Lanjut Usia.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja
Pasal 16
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga ker-

pendampingan keluarga dalam perawatan lanjut usia.

Pasal 31
(1) Pemberian Pelayanan Psikologi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (4) dilakukan dengan ikan emosional dan mental Lanjut Usia, baik
atau kel k untuk usaha sendiri atau kelompok usaha
bersama dalam sektor non formal.
(2) Pemberian Pelayanan Psikologi Lanjut Usia dapat dilaksanakan di luar panti.
(3) Pelayanan Psikologi Lanjut Usia ditingkat Keluarga dilakukan melalui:
a.  pos pelayanan terpadu Lanjut Usia;
b. BinaKeluarga Lanjut Usia;
¢ LKS;dan
d. organisasisosiallainnya.
(4) Pelayanan Psikologi Lanjut Usia dapat dilakukan oleh Psikolog.

Bagian Kesebelas Pelayanan Budaya
Pasal 32
(1} Pemenintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peme-
rintahan di bidang kebudayaan memfasiiitasi penyelenggaraan Pelayanan Budaya

rum yang dibentuk Bupati untuk meningkatkan koordinasi dan kesinambungan Penye- ja memfasilitasi pelayanan kesempatan kerja kepada Lanjul Usia Potensial untuk men- Lanjut Usia Potensial untuk meningkatkan taraf Kesejah sesuai b
lenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. dayagunakan pengalahuam I(eehm Ioeman‘lpum keterampllan dan pengalaman Daerah.
20. Gubemur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. yang dimilikiny Daeral {2) F intah Daerah aP Kalurahan untuk menyelenggarakan Pela-
21, Bupat adalah Bupati Sleman. (2) Pelayanan kesempatan ker]a wbeyimana dimaksud pada ayai{l}mlaksanakan pada yanan Budaya Lanjut Usia i di dpadaayat(1)
22. P intah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. sektor formal dan non formal. (3) Pelayar daya Lanjut Usia gai imaksud pada ayat (1)bersifat tidak tetap,
23. Perangkal Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupali dan Dewan Perwakilan  (3) Pelayanan kesempatan kerja sektor formal dan non formal gai dimaksud berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tum-
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi ke- pada ayat (2) melalui fasilitasi pengafrlhangm peluang kerja dan/alau kesempatan buhnya pelestarian budaya,
wenangan Daerah yang terdin dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan F ha baik secara p atau org atau lemt yang (4) Pelay Budaya Lanjut Usia sebagai dimaksud pada ayat (1) berupa:
Rakyat Daerah, Inspekiorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon. dilaksanakanoleh Pemerintah Daﬁ'ahmﬂupunl.lasyarakat a. literasisastra;
24, Kalurahan adalah Desa di wilayah Kabupaten Sleman yang merupakan kesatuan mas-  (4) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayal (1) bagl Lanjut Usia b. bantuan latihan;
yarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang bememng untuk mengaiur dan me- Potensial dalam sektor fcrmal dilaksanakan mefalm j patan c. transfernilai; dan
ngurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masy pra- kerja bagi Lanjut Usia PP b kerjaan. d. pementasan untuk Lanjut Usia dan/atau Keluarga Lanjul Usia.
karsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang ) diakui dan dihormati
dalamsistem h } Republik Indonesia. Pasal 17 Pasal 33
25. P Kalurahan adalah Kepala Kalurahan atau yang disebutds lain di (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Dagrah yang menyelenggarakan urusan peme- (1) Pemberian Pelayanan Budaya Lanjut U bagai i {dalam Pasal 31 ayat
bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemeri DesadlwiaynhKa— rintahan di bidang tenaga kerja berkoordinasi dengan dunia usaha dalam memfasilitasi (4) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lanjut
bupaten Sleman. palayanan patanltada. Usia Potensial baik perorangan atau kelompok untuk melakukan kegiatan sendiri atau
26. Daerahadalah Daerah Kabupaten Sleman. patan kerja sebagai pada ayat (1) sesuai kegiatan kelompok bersama.
dangarl b‘almL minatdan kemampuan. (2) Pemberian bantuan Pelayanan Budaya Lanjut Usia dilaksanakan di luar panti.
Bagian Kedua
Asas, Maksud Dan Tujuan Pasal 18 Pasal 34
Keluarga bertanggung jawab berikan b kepada Lanjut Usia untuk mendapat- 1) M kath dal lenggaraan Pel: Budaya Lanjut Usia.
Pasal 2 kan k ipatan kerj i deng; p ya. (2) Peran sebaga|rnana dimaksud peda ayat (1) :IllU]ukan untuk pemberdayaan dan pen-
Penyelenggaraan Kesej Lanjut Usia di t 1 dan ketak ter- dampingan pelestarian budaya Lanjut Usia.
hadap Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian, partisipatif, non diskriminasi, kearifan lokal dan Bagian Kelima
kekeluargaan. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Bagian Kedua Belas
Pasal 19 Pelayanan Administrasi
Pasal 3 (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di untuk mening peng Pasal 35
Maksud penyelenggaraan kesejat lanjut usia adalah agar lanjut usia terlind keahlian, & ilan, b dan pengal lanjut usia potensial sesuai (1) P h Daerah ik dahan dalam pelay d kepada
dapat mberdayakan dan berperan aktif dalam Pembanguna dengan memperhatikan !LmQSI dengan patensi yang dimilikinya. LanjutUsia berupa:
kearifan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, g [ , usia, dan kondisi fisiknya serta (2) Pelayanan Pendidikan dan Pe!ahnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksa- a. peroleh kartu tand duduk
terselenggaranya pemeﬁhafaankesejahteraan. nakan dalam bentuk pemb idikan dan pelatihan baik formal dan/atau nonlnr- b. |ah kan kewaijit t pajak;
| 10 inat dan bak ‘yangdlrnilﬂﬂ, g diselenggarakan oleh P c lak kan pernikahan; dan
Pasal 4 Daerah, masyarakat dan dunia usaha. d. lah kan kegiatan lain yang berh dengan pelay ,
Tuj yelengg lanjutusia adalah untuk: (3) Pemerintah Daerah mengembangh didikan karakter melalui pendidikan formal,  (2) Pemt | dalam pelay mi bag i | pada
a. merqammKese;ameraan dankuahtas hidup Lanjut Usia; nonformal danfatau informal Ierulamapadapenanaman sikap dan perilaku yang baik ter- ayat(1)dilak kan Perangkat Daerah i deng gan.
b. menguatkan keterlibatan Keluarga dan Masyarakat dalam pelayanan Lanjut Usia; hadap para lanjut usia yang didasarkan pada kesadaran bahwa setiap orang kelak akan
¢. membangun Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lanjut Usia: mengalami lanjut usia. Bagian Tiga Belas
d. pemenuhan hak Lanjut Usia; (4) Pelaksanaan pel b dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, dan ayat (3) di- Pelayanan Pengembangan Usaha
e. meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usaadl bldang budaya keagamaan, psikologl, pen- koordinasikan oleh Perangkat Daerah y bidangi ket ke Pasal 36
didikan/pelatihan, eknnoml dank i hukum, d | politik; (1) P intah Daerah ' kan Pel Py b Usaha,
f.  memberikan peng! i kelembag; !arkaltpelayanan Lanjut Usia; dan Bagian Knenam (2) BentukPetayanan F'Engembangan Usaha berupa
g menlngkau(an peran serta P Daerah, Pemeri han, Keluarga, Pelay untuk Mendap dalam a. penyediaan saranadanp a;
Masyarakal, dunia usaha, dan Perguruan Tinggidalam pelayanan Lan;uﬂ.rsna Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum b.  pemberian modal usaha;
Pasal 20 c. pemberian bantuan pemasaran; dan
BAB Il (1) P intah Daerah berik T untuk dapatkan k dahan dalam d. pemberian bantuan alat dan bahan produksi.
RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENYELENGGARAAN penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sesuai dengan kemampuan ke-  (3) Pelayanan Pengembangan Usaha set fimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA uanganDaerah oleh Perangkal Daerah yang urusan p 1 bldarlg perin-
(2) Pel patkan k dahan dalam penggunaan lasml.as sarana dan dustrian, kaperasi, usahakeculdan h, tenaga kerj d i
Pasal 5 p umum set i padaayat(1) tuk: (4) Perangkat Daerah sebag ksud pada ayat (3) dalam menyelengarakan Pela-
Ruang lingkup peng Penyelengga jak Lanjut Usia meliputiz a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan yanan Pengembangan Usaha melibatkan Dunia Usaha,
Penyelenggaraan Kesejaht Lanjut Usia; b. danMasyarakat pada umumnya;
b. penyel ggaraan" jah Lanjut Usia; c. fahan dalam pelay dan keringanan biaya; Pasal 37
c. pendekatan pelayanan; d. penyeﬂlaanpusalkegmranhag Lanjut Usia; (1) M kat berperan serta dalam Pef P b Usaha.
d. kelembagaan Kesejahteraan; e. pelay umum yang mudah diakses bagi (2) Bentukperan sertaMasyarakatmsllpuh
e, pendataan; f. I.an]ut Usia; dan a. membelibarang dan/atau jasa; dan
f. penghargaan; 0. diaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus untuk Lanjut Usia. b. memasarkan barang dan/atau jasa.
g. pembinaandan pengawasan; (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana
h. rencanaaksi Daerah; dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan Aksesibilitas terut BAB I
I.  pendanaan. ditempat umum yang dapaimenghambatmnbulltas Lanjut Usia. PENDEKATAN PELAYANAN LANJUT USIA
(4) K lebih fanjut q ian pelayanan gai ksud pada Bagian Kesatu Umum
Pasal 6 ayat(1) dla!urdalamPeraMranBupah Pasal 38
S yelenggaraan kesej lanjut usia mefiputi: Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia diselenggarakan melalui pendekatan:
a.lanjut usaa potensial;b. lanjut usia tidak potensial; Bagian Ketujuh a.  pelayanan luar panti; dan
c. lanjut usia miskin; dan Pemberian Ki iahan dalam Pelay dan B Hukum b. pelay terpadu Kesej Lanjut Usia.
d. lanjut usia terlantar.
Pasal 21 Bagian Kedua
BAB I (1) F i Daerah y dan bantuan hukum uniuk melindungi Pelayanan Luar Panti
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA dan memberikan rasa aman bagi Laﬂ]UT Usia sesuai dengan kemampuan keuangan Pasal 39
Daerah. (1) Pelay luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan de-
Bagian Kesatu Umum (2) Pelayar pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: ngan menempatkan Lanjut Usia dalam Keluarga atau Keluarga Pengganti.
Pasal 7 a. pengurusan administrasi hukum; dan (2) Ketentuan Lebih lanjul mengenai penempatan Lanjut Usia dalam Keluarga atau
(1) Penyelenggaraan lanjutusia di oleh Pemerintah Daerah, mas- b.  urusan hukum Keluarga. Keluarga Penc i diatur dalam P Bupati.

b. lenaga kesehatan;
¢. kaderLanjut Usia;
d. Perguruan Tinggi; dan
€. Masyarakat.
(3) Pel Lanjut Usia diluar p i dimaksud pada ayat (1) melif
a. homecare bagi LaniutUsra pasca perawatan Ian]ulanobeh tenaga khusus; dan
b. pemberian layanan Lanjut Usia lainnya yang dilaksanakan berdasarkan mefode
manajemen kasus.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Lanjut Usia di luar panti sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelay Terpadu Kesejat Lanjut Usia
Pasal 41
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelay terpadu K Lanjut Usia,

(2) Pelayanan terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan secara sinergis intas sektor di Daerah
(3) Ketentuan lebih lanjut g y rpadu Kesej
g f mdiaturdalam Peraturan Bupati.

Lanjut Usia

BAB IV
KELEMBAGAAN
Pasal 42
(1) Dalam rangka meningkatk dinasi dan kesinambungan Penyelenggaraan Ke-
sejahteraan Lanjut Usm. Bupati mer k Forum Koordi it Lanjut
Usiayang selanjutnya disingkat FK-KLU.
{2) FK-KLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural, kolaboratif, dan
bertanggung ]awab kepada Bupaﬂ
(3) FK-KLUseb d padaayat (1)b

a. memberikan rekomendasi kepada Bupaﬁ dalam perumusan kebijakan, strategi,
dan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupali;
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan
Penyelmggamankesejahﬂ'aanLﬂnjlﬂUsia:
menggerak} b

: a0 L

program

an kasus melakukan advokasi, dan mediasi; dan

menyusun kepada Bupatl.
(4} Susunan keanggotaan FK-KLU ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
(5) Ketentuanlebihlanjutmengenai FK-KLU diatur dalam Peraturan Bupati.

mea oo

BAB YV
PENDATAAN
Pasal 43
(1) Fsrnennlah Dasmh dan Pemenntah Kalurak kukan pend; Lanjut Usia

(2) Dalam malaltukan pendataan sebagalrnaﬂs dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan
kader Lanjul Usia.

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi data hasil pendataan Pemerintah
Kalurahan,

(2} Dalam melakukan verifikasi danvalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat me-
libatkan Pemerintah Kalurahan, kader Lanjut Usia, LKS atau lembaga lainnya yang me-
nangani Kesejahteraan Lanjut Usia.

(3) Pemerintah Daerah menetapkan data Lanjut Usia hasil verifikasi dan validasi dan mela-
porkan kepada Gubemur,

(4) Data Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayal (1) menjadi rujukan dalam peren-
canaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 45
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan melakukan pemutakhiran data Lanjut Usia
secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 46
Pelaksanaan pendataan Lanjut Usia dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan, peneliian, dan
pengembangan.

BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 47
(1} Pemennlah Daerah memhenkarl penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan
Lanjut Usia di Daerah
-—-:yatlﬁ" tdibarikan k .

L .‘.I o

(2) bagai i

‘Pemerintzh Kalurahan

persearangan;

Keluarga;

Masyarakat;

Perguruan Tinggi;

organisasi Masyarakat;

lembaga; dan/atau

dunia usaha.

(3) Perguruan Tingai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Perguruan
Tinggi yang berkedudukan di Daerah maupun luar Daerah yang memberi layanan Lanjut
Usia di Daerah.

(4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdin dari LKS danfatau lem-
baga lain yang menangani Lanjut Usia.

(5) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan dunia usaha
yang berkedudukan di Daerah maupun luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi
wilayah Daerah.

Fa e an o

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan ternadap Penyelenggara-
an I(eselahleraan L.anpulusm
(2} P ksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan peran
penyelenggara pelayanan puhhk Dunia Usaha, Keluarga, Perguruan Tinggi dan Mas-
Lanjut Usia.
d pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan peme-

() P ebagaimana dimak
nuhan hak Lanjut Usia.

(4} K lebih lanjut mengenai inaan dan E
padaayat{1) diatur dalam Peraturan Bupati.

dimaksud

Pasal 49
(1) Pemerintah Daerah mendorong LKS dan/atau lembaga fainnya dalam pengembangan
kelembagaan Kesejahteraan Lanjut Usia.
(2) Pengembangan kelembagaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
unluk kebert Sosial Lanjut Usia oleh lembaga
(3} Pengembangan kemrnbegaan sosial Lanjul Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. [ dan kerja sama I dan
b p g ilai ketanjut
BAB VIl
RENCANA AKSI DAERAH
Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan

LanjutUsia.

Rencana aksi D:

isu strategis;

program kegiatan;

sasaran;

target; dan

Perangkat Daerah terkait.

(3) Rencana aksi daerah Penyel Lanjut Usia sebagai di-
maksud padaayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikcordinasi-
kan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesej Rakyat Sekretariat Daerah,

(5) Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus
melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat,

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan
Lanjut Usia diatur dengan Peraturan Bupati,

(2

minimal;

bagai i padaayat (1)

ca0 o

ggaraan | iahts

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 51
LanjutUsiab ber dari:
a. Anggaran Pendapalan dan Balanja Daerah; dan
b. Sumberlain yang sah dan tidak mengikat.

Pand. B 1 ikt
F jgaraan k

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini dundangkan,

Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai b pada tanggal dt g

Agar seliap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
denganp h Dagrah Kabup Sleman .

P Y

Ditetapkan di Sleman
padatanggal 2025

BUPATISLEMAN

Diundangkan di Sleman
padatanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,




